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Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

mencakup : _

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia
dalam tahun anggaran berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang
lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun
anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih
dahulu dalam DPPA-SKPD.

Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah
daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran
tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Dasar pengeluaran uniuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
diformulasikan terlebih dahulu dalam RXKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan
DPPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.

Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pendanaan Keadaan Luar Biasa

Pasal 118

Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud datam Pasal 11! ayat (1) huruf e merupakan
keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD
mengalami peningkatan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Persentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
selisih (gap) kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.

Pasal 119

Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD
mengalami peningkatan lebih dan 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud
dalam pasat 118 ayat (1), dapat dilakukan penambahan kegiatan baru dan/atau

penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun
anggaran berjalan.

Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih
dahulu dalam RKA-SKPD.

=
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a. membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaut
anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 111 ayat (2);

b. melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;

¢. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah;

d. mendanai kegiatan lanjutan;

e. mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai
dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan

f. mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang

telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat
diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun
angparan berjalan.

Penggunaan saldo anggaran (zhun sebelumnya unwk pendanaan pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, ¢ dan f diformulasikan terlebih dahulu
dalam DPPA-SKPD.

Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diformulasikan teriebih dahulu dalam
DPAL-SKPD.

Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diformulasikan terlebih dahulu dalam
RKA-SKPD.

Bagian Kelima
Pendanaan Keadaan Darurat
Pasal 117

Kedaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) bhuruf d sekurang-

kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat
diprediksi sebelumnya,

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan vang
disebabkan oleh keadaan darurat.

i

Daiam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan
mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.
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Bagian Ketiga
Pasal 115

Pergeseran Anggaran

Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja serta
sebagaimana dimaksud dalm Pasal 111 ayat (1) huruf b serta pergeseran antar obyek
belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja
diformulasikan dalam DPPA-SKPD.

Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanje berkenaan dilakukan atas
persetujuan PPKD.

Pergeseran antar obyek belanja dalam jems belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan
Sekretans Daerah.

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan
cara mengubah peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan,
untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD.

Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat
dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD.

Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan
akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom
keterangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD.

Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan
peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya
Dalam Perubahan APBD

Pasal 116

Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan anggaran
sebelumnya.

Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan
dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1} hurufc
dapat berupa :
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Dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahen APBD

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara lengkap penjelasan mengenai :

a. perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;

b. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan
APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran
berjalan;

c. cagaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan
APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan

d. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam
perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

Rancangan Kebijakan Umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu
pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan.

Rancangan Kebijakan Umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi
Kebijakan Umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD paling lambat minggu
kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan.

Dalam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan
APBD diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan, agar dihindari

adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik di dalam rancangan peraturan daerah
tentang perubahan APBD.

Pasal 113

Kebijakan Umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD vyang telah disepakati
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (5), masing-masing dituangkan kedalam nota
kesepakatan yang ditanda tangani bersama oleh Bupati dan Pimpinan DPRD.

(I

)

Pasal 114

Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, TAPD
menyiapkan rancangan surat edaran Bupali perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD
yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat
diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi kepala SKPD.

Tata cara penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) lebih lanjut diatur dengan peraturan Bupati.
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Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uvang, cek atau surat berharga yang dalam
penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan/atau atas nama pribadi pada bank atau
giro pos.

Pasal 133

Dalamn hal objek pendapatan daerah tersebar atas pertimbangan kondisi geografis wajib
pajak dan/atau wajib retribusi tidak mungkin membayar kewajibannya langsung pada
badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas
dan fungsi bendahara penerimaan. dapat ditunjuk bendahara penerimaan pembantu.

Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke
rekening kas umum daerah paling lambat | (satu) hari kerja sejak uang kas tersebut
diterima.

Atas pertimbangan kondisi geografis yang sulit dijangkau dengan komunikasi dan

transportasi, dapat melebihi ketentuan balas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Pasal 134

Mekanisme dan tala cara penatausahaan penerimaan kas diatur lebih lanjut dalam peraturan
Bupati.

(1)

()

()

Bagian Keempat
Penatausahaan Bendahara Pengeluaran
Paragraf 1
Penyediaan Dana
Pasal 135

Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang
dipersamakan dengan SPD.

SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD untuk
ditandatangani oleh PPKD.

Paragraf 2
Pasal 136

Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 135 ayal (1), bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran
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(2) Penetapan pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna
barang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

(3) Bupati mendelegasikan kepada kepala SKPD untuk menetapkan pejabat lain
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga

Deposito

Pasal 131
(1} Uang milik pemerintah daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan

dan/atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu
likuiditas keuangan daerah.

(2) Bunga deposito atas penempatan uang di bank, jasa giro, dan/atau bunga atas investasi
jangka pendek merupakan pendapatan daerah.

(3) Penempatan uvang di bank sebangaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pada bank yang
sehat.

(4) Penentuan Bank scbagal tempat deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditentukan oleh Bupati.
Bagian Keempat

Penatausahaan Penerimaan

Pasal 132

(1) Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang
ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit.

{2) Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan ke rekening kas umum
daerah paling lambat 1 (satu) han kerja seieiah penerimaan uang dan pihak ketiga.

(3) Dalam hal daerah yang karena kondisi giografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi
dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

(4) Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh
penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.
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BAB VI
PENGELOLAAN KAS
Pengelolasn Penerimaan dan Pengelaaran Kas
Pasal 128

Untuk mengelola kas daerah, BUD membuka rekening kas umum daerah pada bank
yang schat.

Penunjukan bank yang schat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.

BAB IX
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Bagian Kesatu
Asas Umum Penatausahaan Kenangan Daerah
Pasal 129

Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan
orang atau badan yang menerima atau menguasai vang/barang/kekayaan daerah, wajib
menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan
surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas
kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah
Pasal 130

Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan :

pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;

pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;

pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban {SPJ);
pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;

bendahara penerimaan dan/atau pengeluaran;

bendahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara pengeluaran pembantu; dan
pejabat lainnya yang ditetapkan daiam rangka pelaksanaan APBD.
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Paragraf 2

Penyampaian, Pembahasan dan Penetapan
Raperda Perubehan APBD

Pasal 126

Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, beserta
lampirannya kepada DPRD paling !ambat minggu kedua bulan September tahun
anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayai (1) disertai
dengan nota keuangan perubahan APBD.

DPRD menetapkan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pembahasan rancangan peraturan daerah berpedoman pada kebijakan umum perubahan
APBD serta PPAS perubahan APBD yang telah disepakati antara Bupati dan pimpinan
DPRD.

Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan peraturan daerah tentang
perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambal 3 (tiga) bulan
sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Paragraf 3
Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD
Pasal 127

PPKD memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan
rancangan DPPA-SKPD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan daerah
tentang perubahan APBD ditetapkan.

DPA-SKPD yang mengalami perubahan dalam tahun anggaran berjalan seluruhnya
harus disalin kembali kedalam Dokumen Petaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPPA-SKPD).

Dalam DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2} terhadap rincian objek
pendapatan, belanja atau pembiayaan yang mengalami penambahan atau pengurangan
serta pergeseran harus disertai dengan penjelasan fatar belakang perbedaan jumlah
anggaran baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah dilakukan perubahan.

DPPA-SKPD dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPD, dan disahkan oleh PPKD
berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah.



)

RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan
dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah dibahas TAPD, dijadikan bahan
penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan
peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD oleh PPKD.

Bagian Kedelapan
Penetapan Perubahan APBD
Paragraf |

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan
Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD

Pasal 123

Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan Bupati
tentang penjabaran perubahan APBD yang disusun oleh PPKD memuat pendapalan, belanja
dan pembiayaan yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Pasal 124

Rancangan peraturan Bupat: tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 123 terdiri dari rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD
beserta lampirannya.

()

)

)

C)

Pasal 125

Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD yang telah disusun oleh PPKD
disampaikan kepada Bupati.

Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sebelum disampaikan oleh Bupati kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.

Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah
daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran yang
direncanakan.

Penyebarluasan rancangen peraturan daerah tentang perubahan APBD dilaksanakan oieh
Sekretariat Daerah.
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Penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformutasikan terlebik dahulu dalam DPPA-SKPD.

RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan
kedua APBD.

Pasal 120

Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD
mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puiuh persen) sebagaimana dimaksud dalam
pasal 118 ayat (1), maka dapat dilakukan penjadwalan ulang/pengurangan capaian target
kinerja program dan kegiatan {ainnya dalam tahun anggaran berjalan.

Penjadwalan ulang/pengurangan capaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diformulasikan ke dalam DPPA-SKPD.

DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan
rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua APBD.

Bagian Ketujuh
Penyiapan Raperda Perubahan APBD

Pasal 121

RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan
dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan
kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.

Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dan
DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kebijakan umum perubahan
APBD serta PPAS perubahan APBD, prakimaan maju yang direncanakan atau yang telah
disetujui dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja,
standar analisis belanja, standar satuan harga dan standar petayanan minimal.

Dalam hal pembahasan RKA-SKPD dan DPPA-SKPD yang memuat program dan
kegiatan yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD terdapat ketidaksesuaian
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD melakukan
penyempurnaan.

Pasal 122

RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan
dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disempurmnakan oleh SKPD,
disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
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Pasal 150

PPKD menyusun laporan keuangan pgmerintah daerah dengan cara menggabungkan
laporan-laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud daiam Pasal 161 ayat (3) paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhimya tahun anggaran berkenaan.

Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah
dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. laporan realisasi anggaran;

b. neraca;

c. laporan arus kas; dan

d. catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan disajikan sesuai
dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.

Laporan keuangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri
dengan laporan ihktisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/ perusahaan
daerah.

Laporan keuangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampin
dengan surat pernyataan Bupati yang menyatakan pengelolaan APBD yang menjadi
tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 151

Laporan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (3) dan ayat (4)
disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 3 (tiga)
bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari
pemerintah daerah.

Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPK belum

menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, Bupati dapat menyampaikan rancangan
peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD.
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pertama Anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan
berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (4) paling lambat minggu kedua
bulan Juli tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku
koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Laporan realisasi semerter pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan
berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling
lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai
laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan
berikutnya.

Laporan realtsasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) buian
berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling
lambat akhir bulan Juli 1ahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua
Laporan Tahunan
Pasal 148

PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan dan
disampaikan kepada kepala SKPD untuk ditetapkan  sebagai  laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD
sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah.

Pasal 149

Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) disampaikan
kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran
berakhir.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pejabat pengguna
anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada di SKPD yang menjadi
tanggungjawabnya.

Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
a. laporan realisasi anggaran;

b. neraca; dan

c. catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat
pernyataan kepala SKPD bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya
telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar
akuntansi pemerintahan.
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Kebijakan harga perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pengakuan
terhadap jumlah kas/setara kas yang dibayarkan terdiri dari belanja modal, belanja
administrasi pembelian/pembangunan, belanja pengiriman, pajak dan nilai wajar imbalan
lainnya yang dibayarkan sebagai komponen harga perolehan aset tetap.

Kebijakan kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pengakuan
terhadap jumlah kas/setara kas dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai
penambahan nilai aset tetap.

Ikhtisar kebijakan akuntansi yang diberlakukan pada setiap tahun anggaran dimuat
dalam catatan atas laporan keuangan tahun anggaran berkenaan.

BAB XI
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
Bagian Pertama

Laporan Realisasi Semester Pertama
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 146

Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semesteran pertama anggaran pendapatan dan
belanja SKPD sebagai pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan prognosis untuk 6 (enam)
bulan berikutnya.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), disiapkan oleh PPK-SKPD dan
disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan
realisasi semester pertama Anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis
untuk 6 (enam) bulan berikut paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama
tahun anggaran berkenaan berakhir.

Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama Anggaran
pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan
semester pertama Anggaran pendapatan dan belanja paling lama 10 (sepuluh) hari kerja
setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.

Pasal 147

PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6
(enam) bulan berikutnya dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester
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Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya meliputi :

a. prosedur akuntansi penerimaan kas;

b. prosedur akuntansi pengeluaran kas;

¢. peosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah; dan

d. prosedur akuntansi selain kas.

Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh PPKD pada SKPKD dan oleh PPK-SKPD pada SKPD.

Pasal 144

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah
menetapkan kode rekening untuk menyusun neraca dan laporan realisasi anggaran.

Kode rekening untuk menyusun laporan neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari kode akun aset, kode akun kewajiban, dan kode akun ekuitas dana.

Kode rekening untuk menyusun laporan realisasi angggaran sebagaimana dimaksud ayat
(1) terdiri dari kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan.

Kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan
kepentingan penyusunan laporan statistik keuangan daerah/negara.

Bagian Kedua

Kebijakan Akuntansi

Pasal 145

Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang kebijakan akuntansi pemerintahan daerah
dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan.

Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pengakuan,

pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan
pembiayaan serta laporan keuangan.

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a. definisi, pengakuan, pengukuran dan pelporan setiap akan dalam laporan keuangan;
dan

b. prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.

Dalam pengakuan dan pengukuran scbagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a juga
mencakup kebijakan mengenai harga perolehan dan kapitalisasi aset.
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(3) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun berjalan (sisa kas) paling lambat disetorkan ke
Kas Daerah tanggal 31 Desember oleh PPTK dan/atau bendahara pengeluaran.

(4) Dokumen yang dipergunakan dalam penatausahaan pertanggungjawaban pengeluaran
uang persediaan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 141

Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh
bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran/
bendahara pengeluaran pembantu minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 142

Mekanisme dan tatacara penatausahaan pengeluaran kas diatur dalam peraturan Bupati.

BAB X
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Bagian Kesatu

Sistem Akuntansi
Pasal 143

(1) Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi
pemerintahan daerah yang mengacu pada standar akuntansi penterintahan.

(2) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan peraturan Bupati mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok
pengelolaan keuangan daerah.

(3) Sistim akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran,
sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

(4) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didokumentasikan dalam bentuk buku jurnal
dan buku besar, dan apabila diperlukan ditambah dengan buku besar pembantu.

(5) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), entitas pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi :
a. laporan realisasi anggaran ;
b. neraca;
c. laporan arus kas; dan
d. catatan atas [aporan kevangan.
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Paragraf 4

Perintah Membayar

Pasal 138

Dalam hal SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (4) dinyatakan lengkap dan
sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM.

Dalam hat SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (4) dinyatakan tidak lengkap
dan/atan tidak sah, pengguna anggaran/kuasa penggunaanggaran menolak menerbitkan
SPM.

SPM yang telah diterbitkan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada kuasa
BUD untuk penerbitan SP2D.

Paragral 4

Pencairan Dana

Pasal 139

Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui
pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hal SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, kuasa BUD
menerbitkan SP2D.

Dalam hal SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau
tidak sah dan/atau pengeuaran tersebut metampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak
menerbitkan SP2D.

Paragral 5
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
Pasal 140

Bendahara pengeluaran secara administratif wajib  mempertanggungjawabkan
penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada
kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Untuk tertib laporan perlanggungjawaban pada akhir tahun  anggaran,
pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat
tanggal 31 Desember.
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pembantt mengajukan SPP kepada pengguna anggaran’kuasa pengguna anggaran
melalui PPK-SKPD.

SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri dari :
a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP);

b. SPP Ganti Uang (SPP-GU),

¢. SPP Tambahan Uang {(SPP-TU); dan

d. SPP Langsung (SPP-LS).

SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan
oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu kepada pengguna/kuasa
pengguna anggaran melalui PPTK-SKPD.

PPTK-SKPD meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS
sebagaimana dimaksud pada ayat {3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Paragraf 3
Pasal 137

Permintaan pembayaran dilakukan melalui penerbitan SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU, dan
SPP-TU.

Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS dan diketahui pejabat penatausahaan
keuangan pada SKPD kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran paling
lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya tagihan dari pihak ketiga.

Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaraian yang ditetapkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Bendahara pengeluaran melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD

mengajukan SPP-UP kepada pengguna anggaran setinggi-tingginya untuk keperluan satu
bulan.

Pengajuan SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditampiri dengan daftar rincian
rencana penggunaan dana.

Untuk penggantian dan penambahan uang persediaan, bendahara pengeluaran
mengajukan SPP-GU dan/atau SPP-TU.

Batas jumlah pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapat
persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.



(2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya
melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara
langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.

Pasal 166

Ketentuan lebih lanjut mengenai 1ata cara tuntulan ganti kerugian daerah diatur dengan
peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 167
Pemerintah daerah dapat membentuk Badan L.ayanan Umum Daerah {(BLUD) untuk :
a. menyediakan barang dan/atau jasa untuk layanan umum;
b. mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada
masyarakat.
Pasal 168

(1) BLUD dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

(2) Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan
dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan.
Pasal 169
Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis dilakukan oleh
kepala SKPD yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.
Pasal 170

BLUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain.

Pasal 171

Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang
bersangkutan.
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Pengendﬁlian Intern
Pasal 163

Dalam rangka meningkatkan Kkinerja, transparansi dan akumabilitas pengelolaan
keuangan daerah, Bupati mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di
lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya.

Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses yang
dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan
pemerintah kabupaten yang tercermin dan kehandalan laporan keuangan, efisien dan
efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-
undangan.

Pengendalian inlern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya
memenuhi kriteria sebagai berikut:

tercipltanya lingkungan pengendalian yang sehat;

terseienggaranya penilaian resiko;

terselenggaranya aktivitas pengendalian;

terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi; dan

terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian.

pao o

Penyelenggaraan pengendalian intem sebagaimana dimaksud pada ayat (1} berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Pemeriksaan Ekstern

Pasal 164

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan oleh BPK
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1

BARBR XIV
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 165

Setiap kerugian daersh yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaijan
seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
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BAB XII1
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PFENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 159

Pembinaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Bupati selaku wakil
pemerintah di daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(H

@

(3)

@

1
2)

Pasal 160

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 meliputi pemberian pedoman,
bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, serta penelitian dan
pengembangan.

Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan
penyusunan APBD, penatausahaan, pertanggungjawaban keuangan daerah, pemantauan
dan evaluasi, serta kelembagaan pengelolaan keuangan daerah.

Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban

APBD vyang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara
menyeluruh kepada seluruh wilayah maupun kepada wilayah tertentu sesnai dengan

kebutuhan.
Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara
berkala bagi perangkat daerah dan pegawai negeri sipit daerah.
Pengawasan
Pasal 161
DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan pemeriksaan tetapi pengawasan

yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam
peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 162

Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Pasal 155
(}) Laporan keuangan pemerintah daerah wajib dipublikasikan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan keuangan yang
telah diaudit oleh BPK dan telah diundangkan dalam lembaran daerah.

BAB XII
PENGENDALIAN DAN PENGGUNAAN SURPLUS APBD
Bagian Kesatu
Pengendalian Defisit APBD
Pasal 156

(1) Dalam hal APBD diperkirakan defisit ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk
menutupi defisit tersebut dalam peraturan daerah tentang APBD.

(2) Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila jumlah pendapatan
tidak cukup untuk menutupi jumlah betanja dalam satu tahun anggaran.

(3) Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dengan pembiayaan neto.

Pasal 157

Batas maksimal defisit APBD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penggunaan Surplus APBD
Pasal 158

(1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaannya dalam peraturan
daerah tentang APBD.

(2) Penggunaan Surplus APBD diutamakan untuk pengurangan utang dan/atau pembentukan
dana cadangan.
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Pasal 152

Bupali dapat melakukan klarifikasi terhadap hasil pemeriksaan BPK atas laporan
keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat (2) peraturan
daerah ini.

Bupati wajib melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan berdasarkan hasil
pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud
dalam pasal 151 ayat (2) peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga
Penectapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Pasal 153

Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD beserta lampirannya kepada DPRD berupa laporan keuangan yang
telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah
tahun anggaran berakhir.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi
laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta
dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuvangan badan usaha milik
daerah/perusahaan daerah.

Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinct dalam rancangan peraturan Bupati tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Rancangan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan
lampiran terdiri dari:

a. ringkasan laporan realisasi anggaran;

b. penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 154
Agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 153 ayat (1) ditentukan oleh
DPRD.
Persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD oleh DPRD paling lama | (satu) bulan terhitung sejak diterimanya
rancangan peraturan daerah.
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Pasal 172

Pedoman teknis mengenai pengelolaan keuangan BLUD diatur lebih Ianjut. sesuai peraturan
perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 173
Peraturan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sepanjang belum
diganti dan tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 174

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1), tentang sistim akuntansi
pemerintah daerah yang mengacu pada standar akuntansi pemerintahan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) tentang penyusunan RKA-
SKPD dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah.
Pasal 175
Sebelum ditetapkannya RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), dokumen
perencanaan daerah lainnya dapal digunakan sebagai pedoman penyusunan RKPD.
BAB XVII

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 176

Sepanjang belum dan/atau sudah terbentuk Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
(SKPKD) akan tetapi belum/tidak menangani seutuhnya tugas dan fungsinya, maka sambil
menunggu dibentuknya SKPKD atau menata kembali tugas dan fungsi SKPD yang telah
dibentuk, sebagian dari tugas dan fungsi tersebut dapat dilaksanakan pada SKPD yang selama
ini menangani tugas dan fungsi dimaksud.
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KETENTUAN PENUTUP

Pasal 177

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dicabul dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 178

(1) Berdasarkan peraturan daerah ini, Bupati menetapkan peraturan tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

(2) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup tata cara penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi, pelaporan,
pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Pasal |79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetagkan di Putussibau

Drs. H. ABANG BULMUSIN

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 2 September 2009.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu,

r

-.--""-_-—._-
Ir. H. Muhammad Sukri
Pembina Utama Muda
NIP. 195909221989031004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2009 NOMOR 10.
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PENJELASAN
ATAS *
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 1O TAHUN 2009
TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. UMUM

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang
Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,
tetah membawa perubahan yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah. Perubahan pada aspek pengelolaan
keuangan daerah yang diatur di dalam Undang-Undang tersebut pada dasarnya bertumpu pada
upaya untuk meningkatkan efistensi, evektifitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan daerah yang secara keseluruhan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang tersebut, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut
merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daecrah yang selama ini dijadikan sebagai pedoman
daerah. Dalam kaitan itu, apabila kita mencermati substansi materi antara kedua peraturan
pemernintah dimaksud, masih memiliki persamaan landasan filosofis yang mengedepankan
prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan perbedaan yang sangat
mendasar yakni lebih mempertegas dan memperjelas lingkup pengelolaan keuangan daerah,
dan adanya desentralisasi dalam proses penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan
pertanggungjawaban keuangan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8
Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang materi/substansinya
disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dan
Undang-Undang Nomeor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemenintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dirasakan sudah tidak sesuai dengan
paket peraturan perundang-undangan dimaksud dan perlu penataan kembali tata cara
pengelolaan keuvangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan, dan dapat
dipertanggungjawabkan,
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Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayai (3)
Yang dimaksud dengan penganggaran bruto adalah bahwa jumlah pendapatan daerah
yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam
rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian
pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “ekuitas dana lancar” adalah selisih antara aset tancar dengan
kewajiban jangka pendek.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah seperti dana
bagi hasil pajak dari Provinsi ke kabupaten dan dana otonomi khusus.
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Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Avyat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk
melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;

Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi
manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;

Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman
untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemeriniahan daerah sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan;

Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk
menciptakan lapangan kerja / mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber
daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;

Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat
untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian
daerah.

Ayat {4)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Penilaian penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang dan/atau jasa yang
dianggarkan dalam APBD berdasarkan nilai perolehan atau nitai wajar.
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Ayat (3)
Hurufa - .
Tim anggaran pemerintah daerah mempunyai tugas menyiapkan dan
melaksanakan  kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD
yang anggotanya terdiri dan pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat
lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam ayat ini melalui usulan atasan
langsung yang bersangkutan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

83



Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Efisien yaitu merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan
terlentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Ekonomis yaitu merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas
tertentu pada tingkat harga yang tersedia;

Efektif yaitu merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah
ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil;

Transparan yaitu merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat
untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang
keuangan daerah;

Bertanggungjawab yaitu merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian
tujuan yang telah ditetapkan;

Keadifan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau
keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif;

Kepatwtan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan
proporsional;

Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa kevangan daecrah diutamakan untuk
pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Ayat (2)

Pasal 5

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 6

Avyat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.
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4. Mengedepankan prinsip taat asas dan berorientasi pada capaian prestasi kerja dalam
penganggaran, yakni bahwa setiap penganggaran harus didasarkan atas, landasan hukum
dan kejelasan sumber dan pemanfaalannya. Anggaran pendapatan merupakan rencana
yang terukur dan secara rasional dapal dicapai. Pada sisi belanja daerah menerapkan
prinsip efisiensi, efektivitas dan ekonomis (value for money) dan pembiayaan diarahkan
untuk menggerakkan roda perekonomian dan peningkatan pertumbuhan investasi daerah.
Oleh karena itu, penganggaran berbasis kinerja harus dimaknai bahwa penganggaran
APBD mengutamakan pencapaian hasil dari suatu iput yang ditetapkan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

5. Menyederhanakan proses penatausahaan kewangan daerah melalui pendelegasian
kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sampai pada tingkat manajemen terendah pada
setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Fungsi perbendaharaan dan pelaporan
pertanggungjawaban keuangan daerah dipusatkan pada SKPKD selaku entitas pelaporan.
Sedangkan untuk efektivitas pelaksanaan anggaran, kepala SKPD mendelegasikannya
kepada kuasa pengguna anggaran/pengguna barang dan atau kepada Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) dengan kriteria tertentu. Melalui penyederhanaan seluruh proses
dan dokumen administrasi pelaksanaan dan penatausahaan serta akuntansi keuangan
daerah dimaksud, diharapkan dapat lebih memperpendek jalur birokrasi, mempercepat
proses pembayaran, mempertegas adanya pemisahan tanggungjawab antara yang
memerintahkan, yang menerima dan yang melakukan pembayaran.

6. Mewajibkan pemerintah daerah menyusun dan menyajikan laporan perianggungjawaban
pelaksanaan APBD berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas
dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Hal tersebut
bertujuan untuk memenuhi prinsip efisienst, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya sebagai perwujudan tanggungjawab
pengelolaan keuangan daerah, maka laporan keuangan sebelum disampaikan kepada
DPRD terlebih dahulu disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk
diaudit.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
maka pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu secara komprehensif memiliki landasan hukum di
datam mengelola keuangan daerah.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.
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Penataan kembali taia cara pengelolaan keuangan daerah tersebut diatur dengan jelas di dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khugusnya Pasal 194
yang menyatakan bahwa penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan
dan pertanggung-jawaban Keuangan Daerah diatur dengan Peraiuran Daerah, serta pada Pasal
151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
dinyatakan juga bahwa ketentuan tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diatur
dengan Peraturan Daerah.

Oleh sebab itu, maka Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini
bersifat lebih menekankan pada hal yang bersifat prinsip, norma, asas, dan landasan umum
dalam pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan
daerah secara rinci ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ini, memuat antara lain sebagai berikut:

I. Memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggungjawab untuk
terlaksananya mekanisme checks and balances, sehubungan dengan penyerahan
kekuasaan pengelolaan kevangan kepada Bupati selaku kepala pemerintah daerah untuk
mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan
daerah yang dipisahkan. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud
dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Dacrah (SKPKD) selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan oleh Kepala Satuan Keria Perangkat
Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah dibawah koordinasi
Sekretaris Daerah. Pendelegasian kekuasaan imi menuntut adanya peningkatan
profesionalisme seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

2. Pentingnya sinkronisasi antara kebijakan Pusat dan Daerah dalam penyusunan APBD. Hal
ini bertujuan untuk tercapainya sasaran dan target pembangunan jangka menengah secara
berkelanjutan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten wajib menyelaraskan kebijakan
pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan setiap tahun anggaran
di bidang pembangunan. Keselarasan tersebut harus tercermin dari adanya harmonisasi
capaian kinerja dan sasaran program/kegiatan yang dijabarkan ke dalam fungsi
pengelolaan keuangan daerah. Karena dengan harmonisasi tersebut, kita akan dapat
berpartisipasi memecahkan permasalahan bangsa dalam mencapai tujuan bemegara.

3. Pentingnya mengintegrasikan antara perencanaan dan penganggaran daerah, agar
pemanfaatan seluruh sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara efektif dan efisien
dan seoptimal mungkin melibatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan berbagai
program/kegiatan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan cara
demikian diharapkan kita dapat mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang
partisipatif, tepat guna dan tepat sasaran pengguna anggaran, serta memenuhi asas
transparansi dan akuntabilitas.
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